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ABASTRAK 
SERLI AGUSTIN VALENTINA (B111 10 474), TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA 
MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015). Dibimbing oleh Bapak 
Andi Muhammas Sofyan selaku pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar, bentuk-bentuk dari 
tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar, penerapan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 
orang di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana upaya 
penanggulangan kejahatan perdagangan orang di Kota Makassar. 
Penelitian dilakukan di Polrestabes dan Pengadilan Negeri Makassar 
dengan mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui studi lapangan 
dengan mengunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder berasal 
dari studi kepustakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, serta 
informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) perdagangan orang 
disebabkan oleh banyak faktor seperti, lemahnya penegakan hukum, 
kemiskinan, gaya hidup materialistik dan hedonis, urbanisasi, rendahnya 
kesempatan mengenyam pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan 
budaya dalam masyarakat. 2.) bentuk-bentuk perdagangan orang yang 
banyak terjadi berupa eksploitasi seksual sebagai pelacur, pekerja bar dan 
panti pijat. Eksploitasi tenaga kerja baik sebagai pembantu rumah tangga, 
buruh maupun sebagai pengemis anak. 3.) upaya penanggulangan kejahatan 
perdagangan orang yang dapat dilakukan ada tiga macam yaitu dengan cara 
pre-emptif melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada anak untuk 
menghargai sesamanya manusia, secara preventif dapat berupa melakukan 
pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan 
orang, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai tindak 
pidana perdagangan orang, mengadakan penyuluhan ke seluruh sekolah 
untuk mensosialisasikan bahaya penyakit HIV jika melakukan seks bebas 
dan melakukan seminar-seminar tentang bagaimana mencegah 
perdagangan orang. Dan terakhir dengan cara represif dengan menangkap 
dan membongkar pelaku perdagangan orang dan setiap jaringannya 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka 
sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak PIdana Perdagangan Orang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan 
tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Dengan 
demikian hak asasi manusia tidak boleh dicabut (inalienable) dan tidak boleh 
dilanggar (inviolable). 
Hak asasi manusia bersifat universal karena diyakini bahwa beberapa hak 
dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras ataupun jenis kelamin. Hak asasi 
manusia juga bersifat superlegal artinya tidak bergantung pada adanya suatu 
negara atau undang-undang dasar kekuasaan pemerintah bahkan memiliki 
kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi 
(Tuhan). 
Ada delapan prinsip hak asasi manusia yang dirumuskan DUHAM 1948, 
salah satunya adalah human dignity atau pemartabatan terhadap manusia. 
Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang 
lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan 
yang lainnya. 
Penghormatan terhadap manusia, bukanlah sekedar pekerjaan individual 
manusia tetapi juga dalam kolektif-kolektif lebih luas seperti dalam kehidupan 
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masyarakat maupun bernegara berdasarkan prinsip responsibility atau 
prinsip pertanggung jawaban hak-hak asasi manusia dimana ditegaskan 
bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, serta 
menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan 
sumber daya yang ada untuk memajukannya. 
Prinsip pertanggung jawaban menekankan peran negara, sebagai bagian 
dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap 
warga negaranya termasuk mempertanggungjawabkan setiap langkah atau 
tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu yang memiliki pengaruh 
terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran negara menjadi vital, bukan 
hanya karena dapat mengambil tindakan tertentu (by commission), tetapi 
juga bisa diminta pertanggung jawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak 
asasi manusia saat negara tidak mengambil tindakan apapun (by omission). 
Unsur pertanggung jawaban (terutama negara) adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari prinsip lain hak-hak asasi manusia. 
Pengakuan pada perikemanusian adalah suatu intisari dari HAM dan 
pengakuan pada perikeadilan adalah intisari dari negara hukum, yang 
keduanya merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara kita. 
Pengakuan kemerdekaan ini sesuai juga dengan Pasal 1 Deklarasi Universal 
HAM PBB (Darji Darmodiharja dan Shidarta, 2004:173) yang berbunyi, 
“sekalian orang dilahirkan merdeka.” 
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Sebagaimana dengan adanya prinsip-prinsip itu maka tidak dimungkinkan 
ada praktek yang memperkenankan siapapun untuk melakukan eksploitasi, 
memperbudak, menyiksa ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup 
manusia. Namun sangat disayangkan karena belakangan ini marak terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan 
human trafficking atau perdagangan orang. Perdagangan orang adalah salah 
satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat 
internasional sebagai bentuk perbudakan di era modern. 
 Menurut Henny Nuraeny (2013:27) perbudakan adalah sebuah kondisi 
menempatkan seseorang dalam cengkeraman kekuasaan orang lain hingga 
orang tersebut tidak berdaya untuk menolak apapun pekerjaan yang 
diperintahkan oleh orang yang menguasainya tersebut, meski pekerjaan itu 
sama sekali tidak disukai dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
 
Dalam tindak pidana perdagangan orang para pelaku mengeksploitasi 
tenaga korbannya secara brutal tanpa mempedulikan harga diri dan hak-hak 
asasi yang ada pada diri tiap manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan 
ketentuan hukum pengadilan pidana internasional dimana tindakan 
perbudakan digolongkan sebagai kejahatan kemanusian yang dapat 
mengancam tujuan perlindungan HAM. 
Harifin A.Tumpa (2010:111) memberikan pendapat bahwa Kejahatan 
kemanusian merupakan tindakan penyerangan secara luas dan tersistematik 
yang bersifat untuk ditujukan langsung kepada penduduk. 
 
Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perlakuaan terburuk dari 
pelanggaran harkat dan martabat manusia, dimana korban tidak diberikan 
hak dasarnya sebagai manusia seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas 
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standar hidup yang layak termasuk cukup sandang, pangan dan juga hak 
atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri lainnya. 
Para pelaku perdagangan orang umumnya melakukan pencarian korban 
dengan berbagai cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan 
berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung 
menghubungi calon korban atau mengunakan cara lain dengan modus 
pengiriman tenaga kerja baik antar daerah atau antar negara. Pelaku ada 
yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan 
jaringan yang mengunakan berbagai cara dari yang halus dan sederhana 
sampai mengunakan kekerasan dan memanfaatkan teknologi canggih 
dengan memasang iklan di internet. 
Sistem pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, 
dan penampungan yang dilakukan terkadang disusun sangat rapi dan tidak 
terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang 
dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). 
Poppy Andi Lolo (2013:3) dalam disertasinya pada program doktor ilmu 
hukum di Universitas Hasanuddin Makassar, memaparkan bahwa sedikitnya 
30% dari korban perdagangan manusia di dunia ini adalah orang Indonesia. 
Mereka umumnya diperdagangkan sebagai pekerja seks dengan rentang 
usia 15 tahun hingga 25 tahun. 
Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang sangat menjunjung 
tinggi hak asasi manusia telah mengambil langkah yang tegas untuk 
mengkriminalkan berbagai tindak kejahatan ini, diantaranya dengan 
5 
 
membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang  yang diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi 
tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan nilai-nilai luhur, komitmen 
nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, 
penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban.  
Akan tetapi ternyata harapan itu masih jauh dari kenyataan jika melihat 
fakta-fakta yang tersaji. 
Statistik untuk perdagangan orang yang konkret dan dapat diandalkan di 
Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, dikarenakan ke-ilegalan-nya 
dan beberapa ada yang bersifat tersembunyi sebagai angka gelap kejahatan 
(dark number atau dark figure of crime). 
Dark number atau angka gelap (Muhammad Mustofa, 2013:54) 
merupakan jumlah dari peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di 
masyarakat namun tidak dicatat secara resmi. 
Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan 
gambaran cakupan dari masalah ini: 
1. Pada tahun 2012, negara Indonesia menduduki peringkat Ke-2 di dunia 
mengenai kejahatan perdagangan orang yang melibatkan kekerasan fisik 
maupun eksploitasi seksual terhadap anak-anak (Sumber: 
http://www.infospesial.net/660/duh-indonesia-duduki-urutan-ke-2-human-
trafficking-di-dunia/ diakses, 14 Juli 2015 Pukul 14.30 Wita).  
2. Tahun 2009 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigarsi memperkirakan 
bahwa terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi 
ke luar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi atau sebagai TKI 
ilegal. 
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3. Diperkirakan 30% pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 
tahun, bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan 
pula ada 40.000-70.000 anak, menjadi korban eksploitasi seks dalam 
pelacuran di dalam negeri dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap 
tahun. Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam 
perdagangan seks. 
4. Pada tahun 2011 jumlah korban kasus perdagangan orang di Indonesia 
mencapai 3.943 orang, terdiri dari 3.559 orang perempuan dan 384 orang 
laki-laki.  
5. Tahun 2008 laporan dari ILO (International Labour Organisation) 
menyatakan bahwa ada sekitar 130.000-240.000 pekerja seks di 
Hongkong berasal dari Indonesia dan  30% adalah anak-anak dibawah 18 
tahun. 
6. Pemerintah Indonesia memperkirakan 2% pekerja Indonesia legal di luar 
negeri menjadi korban perdagangan orang. 
7. Perekrut tenaga kerja bertanggung jawab atas lebih dari 50% pekerja 
perempuan Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan orang di 
negara tujuan. 
8. Sepanjang tahun 2011, POLRI melaporkan telah memulai 133 investigasi 
perdagangan baru yang melibatkan 179 pelaku yang dicurigai terlibat 
perdagangan orang. 
9. Petugas di terminal bandara memperkirakan bahwa lebih dari 35% yang 
kembali ke tanah air adalah korban perdagangan orang, meskipun untuk 
sejumlah alasan mereka enggan untuk melaporkan masalah tersebut. 
10. Sekitar 60% anak di bawah usia 5 tahun tidak memiliki akta kelahiran 
resmi sehingga hal ini menempatkan mereka pada resiko tinggi untuk 
menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang. 
11. Pada bulan Maret 2005 sampai Juni 2011 IOM Indonesia (International 
Organisation Migration) melansir data bahwa Sulawesi Selatan berada di 
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peringkat 11 dari 31 provinsi yang memiliki korban terbanyak dari 
kejahatan perdagangan orang dimana tujuan daerah terbesar bagi pria 
yang diperdagangkan adalah Kota Makassar. Bagan dibawah ini adalah 
keterangan dari fakta tersebut. 
 
DATA JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA 
No Propinsi Asal Total % 
1 Jawa Barat 862 22.77 % 
2 Kalimantan Barat 721 19.05 % 
3 Jawa Timur 464 12.26 % 
4 Jawa Tengah 430 11.36 % 
5 Sumatera Utara 254 6.71 % 
6 Nusa Tenggara Barat 248 6.55 % 
7 Lampung 191 5.05 % 
8 Nusa Tenggara Timur 162 4.28 % 
9 Banten 83 2.19 % 
10 Sumatera Selatan 72 1.90 % 
11 Sulawesi Selatan 61 1.61 % 
12 DKI Jakarta 60 1.59 % 
13 Aceh 27 0.71 % 
14 Sulawesi Tengah 23 0.61 % 
15 Yogyakarta 19 0.50 % 
16 Jambi 14 0.37 % 
17 Sulawesi Tenggara 13 0.34 % 
18 Sulawesi Barat 12 0.32 % 
19 Kepulauan Riau 11 0.29 % 
20 Riau 8 0.21 % 
21 Sumatera Barat 8 0.21 % 
22 Sulawesi Utara 7 0.18 % 
23 Bengkulu 5 0.13 % 
24 Maluku 5 0.13 % 
25 Kalimantan Selatan 5 0.13 % 
26 Kalimantan Timur 3 0.08 % 
27 Gorontalo 2 0.05 % 
28 Bali 1 0.03 % 
29 Kalimantan Tengah 1 0.03 % 
30 Papua (irian Jaya) 1 0.03 % 
31 Kepulauan bangka-belitung 1 0.03 % 
 Total 3,785 100 
Sumber data:  http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html 
diakses 15 Juli 2015 Pukul 10.00 Wita. 
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Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya 
untuk wilayah bagian timur. Perkembangan ekonominya terus naik sehingga 
menjadikan kota ini sebagai tujuan migrasi orang-orang dari berbagai daerah 
terutama pedesaan yang ingin mengadu nasib untuk memperbaiki 
kehidupan, dan hal ini dalah salah satu faktor penarik dari tindak pidana 
perdagangan orang, dimana menurut Everest S. Lee (Farhana, 2012:52), 
bahwa: 
“Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain 
adalah merupakan akibat dari perbedaan dalam nilai manfaat antara daerah 
asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (push) 
dari tempat asal dan faktor penarik (pull) dari tempat tujuan.” 
 
Banyak faktor pendorong dari daerah asal yang dapat menyebabkan 
orang melakukan perpindahan, diantaranya karena tekanan ekonomi dimana 
tidak bisa terpenuhinya kebutuhan hidup secara memadai dan kurangnya 
lapangan kerja. Selain itu, ada juga sebagian orang ingin menimba ilmu 
dengan fasilitas pendidikan yang bagus sehingga menyebabkan mereka rela 
melakukan perpindahan ke kota-kota besar, dimana menyediakan apa yang 
mereka cari dan inilah yang menjadi faktor penarik. 
Sebagai wilayah transit baik melalui darat, udara dan laut, Kota Makassar 
telah menjadi lalu lintas penyelundupan manusia yang ingin bekerja di dalam 
maupun luar wilayah dan ini biasanya menjadi salah satu pemicu dari 
timbulnya peristiwa perdagangan orang. Salah satu contoh kasus 
perdagangan orang yang baru-baru ini mengegerkan Kota Makassar adalah 
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penjualan yang dilakukan mucikari bernama Wahyu Bongke terhadap dua 
orang gadis belia namun berhasil digagalkan anggota polisi yang menyamar 
sebagai pelanggan (1498/Pid.Sus/2015/PN Mks). 
Cita-cita pemerintah daerah untuk menjadikan kota ini sebagai kota dunia 
untuk masa-masa mendatang, diharapkan dapat senantiasa wajib untuk 
dijaga keamanan dan ketertibannya dari segala tindak pidana yang 
meresahkan termasuk juga perdagangan orang.  
Melihat data empiris yang cukup miris diatas, bukan hanya pemerintah 
tapi kita semua harus berusaha mencegah dengan mencari tahu faktor apa 
sajakah yang menyebabkan mengapa tindak kejahatan yang satu ini sulit 
untuk diberantas hingga tuntas. Dalam bukunya, Farhana (2010:63) 
menyebutkan bahwa salah satu penyebab yang mempengaruhi terjadinya 
perdagangan orang di Indonesia adalah faktor penegakan hukum. 
Proses-proses penegakan hukum yang adil pasti berpengaruh positif bagi 
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Antara hukum dan hak asasi 
manusia mempunyai hubungan yang sangat erat karena tanpa hukum maka 
hak asasi tidak bisa ditegakkan dan dipenuhi. 
Menurut Achmad Ali (2009:378), “efektif atau tidak efektifnya suatu aturan 
hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya 
aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum 
tersebut. Mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (pengunaan 
penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi) dan penerapannya terhadap 
suatu kasus kongkret.” 
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Mengingat besarnya bahaya tindak pidana perdagangan orang baik 
terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan, 
maka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara 
insentif, efektif dan komperensif terhadap semua kalangan masyarakat luas 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang 
di Kota Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan 
orang di Kota Makassar 
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana 
perdagangan orang di Kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam 
rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan 
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bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut 
khususnya kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil penelitian skripsi ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan 
bagi aparat hukum khususnya di Kota Makassar untuk lebih 
meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan 
perdagangan orang. 
2) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan 
kepada masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana 
perdagangan orang baik terhadap diri sendiri maupun orang di 
sekitar lingkungan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. KRIMINOLOGI 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan seluas-luasnya sesuai etimologis atau asal katanya, “crimen” yang 
berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan 
(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:9). Beberapa ahli memberikan 
definisi berbeda mengenai kriminologi diantaranya: 
Sutherland (Hendrojono, 2005:5) memberikan definisi kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala 
sosial yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 
reaksi atas pelanggaran hukum.  Dia kemudian membagi kriminologi dalam 
tiga cabang utama (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:11), yaitu: 
1. Sosiologi Hukum merupakan cabang kriminologi yang mempelajari 
analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam 
pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam 
dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu 
merupakan kejahatan adalah hukum. 
2. Etiologi Kejahatan yaitu cabang kriminologi yang mencari sebab-sebab 
dari kejahatan. 
3. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherlandmemasukkan hak-hak yang berhubungan dengan segala 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
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Dari pandangan ini maka kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan 
saja tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan dengan kata lain 
pandangan ini menganut aliran yuridis karena membatasi obyek studi 
kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam 
hukum pidana. 
Tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutherland, Thorsten 
Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2011:2) yang merupakan penganut 
aliran sosiologis justru menganjurkan untuk menambahkan norma-norma 
kelakuan (conduct norm) yaitu norma-norma dalam masyarakat yang 
menyangkut norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma 
adat dan norma hukum dengan kata lain obyek studi kriminologi tidak saja 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tapi juga tingkah 
laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut 
bukan merupakan suatu pelanggaran yang ditetapkan dalam hukum pidana. 
Willem A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:9) juga 
menyatakan hal yang sama bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari penyebab kejahatan dalam arti luas dimana termasuk juga 
di dalamnya penyakit sosial yang ada dalam masyarakat seperti pelacuran, 
kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme. Dia kemudian membagi 
kriminologi ke dalam lima bagian (Yesmil Anwar dan Adang, 2013:7-8) yaitu: 
1. Criminal Antropology merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku 
bangsa tertentu dengan kejahatan. 
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2. Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, 
sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Criminal Psychology adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psycopatology dan Neuropatology yakni suatu ilmu tentang penjahat 
yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penology adalah ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum 
pidana. 
Disamping itu Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2013:8) juga 
menjabarkan ada kriminologi terapan yang dalam bentuknya dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
1. Higiene Kriminal yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup 
dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik Kriminal adalah usaha penaggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan sudah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang 
melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi. 
3. Kriminalistik (Police Scientific) merupakan ilmu tentang pelsanaan 
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
Dari keseluruhan definisi para ahli diatas meskipun ada sedikit perbedaan 
pendapat, tapi secara umum dapat ditarik kesimpulan jika obyek studi dalam 
kriminologi mencakup tiga hal yaitu: 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan. 
2. Manusia sebagai pelaku kejahatan atau penjahat. 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan terhadap perbuatan maupun 
terhadap pelakunya dalam hal mencari penyebab kejahatan dan 
bagaimana menaggulanginya. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
a. Kejahatan 
Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke 
waktu, bahkan fenomena kejahatan sudah tercipta sejak zaman Adam dan 
Hawa, sehingga dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tidak henti-
hentinya untuk diperbincangkan karena dimana ada manusia pasti ada 
kejahatan, seperti yang dikatakan Frank Tannembaum (Yesmil Anwar dan 
Adang, 2013:200), “crime is eternal as eternal as society.” 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dalam 
pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah 
ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana saja (mala in prohibita) 
sementara dalam pengertian secara spiritual, kejahatan adalah suatu 
perbuatan tidak manusiawi yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai moral 
universal meski sekalipun tanpa hukum tertulis, dan perbuatan ini sering 
disebut dosa (mala in se). 
Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 
melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara 
resmi. Sementara secara kriminologi yang berbasis sosiologi, kejahatan 
merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan 
kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi 
sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, 
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reaksi informal dan reaksi non formal. Berikut beberapa ahli kriminologi 
memberikan definisi mengenai kejahatan: 
J. M. van Bemmelen (Hendrojono, 2005:2) berpendapat: 
“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusak dan 
asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu 
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan 
menjatuhkan nestapa.” 
 
W. A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2013:178) memberikan 
penjelasan bahwa: 
“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat 
reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-
reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.” 
 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2011:14) menekankan 
bahwa: 
“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara 
karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap 
perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.” 
A.S. Alam (2010:18) menguraikan Untuk menyebut sesuatu perbuatan 
sebagai kejahatan harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang 
harus dipenuhi yaitu:  
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP (asas 
legalitas) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent atau mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut 
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Kejahatan banyak jenis dan ragamnya, salah satu contoh adalah di era 
modern sekarang ini ada jenis kejahatan baru yang patut diwaspadai yaitu 
cyber crime yang merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari 
kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. 
Volodymyr Golubev (Barda Nawawi Arief, 2010:245), menyebutnya 
sebagai “the new from of antisocial behavior.” Beberapa julukan atau sebutan 
lain yang cukup menarik diberikan atas jenis kejahatan baru ini di dalam 
berbagai tulisan antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (cyber space atau 
virtual space offence). Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari 
kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi 
seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana dalam kejahatan 
semacam ini selain dapat berupa penipuan, penghinaan terhadap diri 
seseorang yang sering mendatangkan maut (cyber bullying) dan termasuk 
juga perdagangan orang karena banyak pelaku tindak pidana ini sering 
memanfaatkan media sosial online untuk merekrut dan bahkan menjual 
korbannya terutama dalam hal eksploitasi seksual dengan apa yang dikenal 
sebagai prostitusi online. 
b. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan 
Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses 
dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan. 
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Sudah sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui 
latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan sehingga 
banyak menimbulkan beberapa teori-teori. Para ahli menyadari bahwa 
penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja tetapi 
banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. 
Dalam mempelajari kriminologi dikenal adanya berbagai teori yang 
dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Berikut dibawah ini 
adalah beberapa teori yang dimaksud. 
1. Teori Social Disorganization 
Perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi berkaitan 
dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh 
industirialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi (Topo 
Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:67). 
W.I. Thomas dan Florian Znaniecki (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2011:69) mengatakan, “norma-norma dari suatu masyarakat yang 
stabil dan homogen tidak ditranmisikan ke dalam lingkungan perkotaan 
yang anonymous (tanpa nama) dan berorientasi kepada materi.”  
 
2. Teori Anomie 
Salah satu tokoh dari teori ini adalah Robert K. Merton (Hendrojono, 
2005:82) yang memberi pandangan bahwa anomie merupakan suatu 
kondisi yang timbul ketika terdapat ketimpangan anatara tujuan sosial dan 
sarana yang tersedia untuk mencapainya. Menurut teori ini masyarakat 
dalam menilai kelayakan sosial orang selalu hanya berdasarkan 
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kesuksesan material nyata dan mereka berpendapat bahwa kesuksesan 
tersedia bagi semua yang bekerja keras dan memanfaatkan peluang-
peluang yang ada, tetapi persoalan yang timbul saat ini disebabkan oleh 
adanya perbedaan struktur kesempatan. Tidak meratanya kesempatan 
akan menimbulkan frustasi dikalangan warga yang tidak mempunyai 
kesempatan dalam mencapai tujuan, sehingga menimbulkan konflik, 
ketidakpuasan, frustasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat 
timbulnya keadaan dimana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang 
kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan 
yang terdapat dalam masyarakat. 
Dalam perkemabangan selanjutnya pengertian anomie mengalami 
perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana 
dalam masyarakat yang terstruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
ternyata tidak setiap orang mengunakan sarana-sarana yang tersedia, akan 
tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah 
ditetapkan (illegitime means). Aspek ini dikarenakan menurut Robert K. 
Merton (Hendrojono, 2005:83) bahwa struktur sosial berbentuk kelas-kelas 
sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam 
mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (lower 
class) mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan bila 
dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (uper class) 
seperti dalam hal hanya orang yang berasal dari ekonomi menengah 
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keatas yang dapat merasakan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi 
dimana itu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan tujuan berupa 
memperoleh pekerjaan layak yang mendatangkan pendapatan yang 
banyak untuk meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat. 
3. Teori Konflik 
Kriminolog asal Belanda, Willem Bonger (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2011:108) memberikan pendapat: 
“Dibawah kapitalisme muncul pemisahan tajam antara penguasa dan 
yang dikuasai yang berasal dari ekonomi itu sendiri. Dalam situasi yang 
tidak menguntungkan itu, dimana orang menyerang orang lain dalam 
pertarungan ekonomi, dimana individu didorong untuk mengejar 
kesenangan dengan sarana apapun tanpa mempedulikan orang lain, dan 
dimana usaha mengejar itu mensyaratkan uang, manusia terdistorsi ke 
dalam egoism yang dalam membuat orang lebih mampu melakukan 
kejahatan terhadap orang lain.” 
 
Jadi Bonger menelusuri jejak kejahatan sebagai bagian dari egoisme 
individual. Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang 
disebabkan oleh kapitalisme. Adanya ketidakadilan di dunia telah membuat 
orang dari kelas rendah melakukan kejahatan untuk kelangsungan hidup 
(survival) mereka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquino 
(Hendrojono, 2005:12) dalam memberikan pandangan terhadap pengaruh 
kemiskinan atas kejahatan yaitu kemiskinan biasanya memberikan 
dorongan kepada seseorang untuk mencuri (summa contra gentiles).  
Namun bukan hanya kaum miskin saja yang melakukan kejahatan 
karena pada saat bersamaan Bonger bisa melihat bahwa kaum borjuis 
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yang berkuasa juga melakukan kejahatan-kejahatan melalui kesempatan-
kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunnya moralitas yang 
hadir bersama sistem kapitalisme. Kejahatan di lihat Bonger sebagai suatu 
produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis yang 
pada saat bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin 
makin miskin seperti pendapat Aristoteles (Hendrojono, 2005:11) bahwa 
tujuan melakukan sebuah kejahatan yang besar bukan hanya untuk 
memperoleh kebutuhan hidup, tetapi juga untuk memperoleh kemewahan. 
Apa yang diuraikan Bonger sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini 
dimana ketimpangan pendapatan memicu semakin tinggi probalitas pada 
seseorang untuk melakukan tindak kriminal baik itu dikalangan bawah 
maupun kalangan atas yang memegang kekuasaan. Selain itu besar 
tingkat pengangguran memicu semakin tinggi tingkat kriminal di dalam 
masyarakat kelas bawah dan lemahnya penegakan hukum menjadikan 
semakin tinggi kejahatan korupsi dikalangan para penguasa. 
Teori-teori diatas pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan 
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan dan 
pelaku kejahatan. Sudah tentu dalam menjelaskan hal tersebut terdapat 
berbagai perspektif yang berbeda-beda antara satu teori dengan teori 
lainnya sehingga sulit untuk membandingkan semuanya karena perbedaan 
tidak hanya terletak pada subyek penelitian tetapi juga terletak pada fokus 
atau sasaran penelitian. 
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Setiap teori bagaimanapun bentuknya, selalu mempunyai kekurangan 
ataupun kelemahan. Oleh karena itu, munculnya satu teori selalu 
dipengaruhi oleh teori yang lain dan teori yang lahir kemudian selalu 
mempunyai tujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu. 
Seperti pendapat Hendrojono (2005:76) bahwa: 
“Tidak ada teori yang lahir dari kekosongan.Artinya bahwa tidak ada 
satu teoripun yang sempurna, lengkap, jelas dan mampu memperjelas 
segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat.” 
 
c. Upaya penangulangan Kejahatan 
Untuk mencegah meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang 
melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam 
suatu masyarakat, maka tentu saja sangat diperlukan upaya-upaya 
penanggulangan. Langkah penanggulangan kejahatan (criminal prevention) 
emperik terdiri atas tiga bagian pokok (A. S. Alam, 2010:79-80), yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha 
pre-emtif, faktor niat menghilang meski ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari usaha pre-emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
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Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang yang berniat 
mencuri uang di bank tetapi kemudian batal sebab disana rupanya dia 
melihat banyak satpam yang hilir-mudik memperketat penjagaan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
Purniati (1994:87) merumuskan beberapa upaya penangulangan 
kejahatan dengan cara non konvensional yaitu: 
1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya. 
2. Pemantapan hukum dan perundangan. 
3. Pemantapan sistem peradilan. 
4. Forum kordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, 
jaksa, hakim dengan intansi terkait seperti lembaga pendidikan, 
pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa 
lingkungan. 
Langkah- langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan) 
sesungguhnya menurut Purniati (1994:88) lebih baik daripada penegakan 
hukum setelah terjadi kejahatan, dengan alasan pertimbangan sebagai 
berikut: 
a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih 
ekonomis dibandingkan saat setelah terjadi. 
b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian 
baik terhadap pelaku (stigma pengasingan dan penjara) maupun 
terhadap korban. 
c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar 
kalangan masyarakat. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan, sehingga tindakan tersebut dijatuhi hukuman oleh aparat 
penegak hukum. Hukuman itu berupa nestapa atau penderitaan yang 
diberikan oleh negara dan masyarakat pada barangsiapa yang telah 
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melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dan 
ditetapkan oleh undang-undang ataupun dalam norma-norma sosial yang 
ada dalam masyarakat tersebut. Ada dua jenis hukuman yaitu dapat berupa 
sanksi pidana dan sanksi sosial. 
Pemberian sanksi merupakan suatu reaksi sosial yang terjadi dalam 
masyarakat sebagai bentuk respon terhadap orang-orang yang sudah 
melakukan perbuatan kriminal.  Jika dalam hukum pidana, sanksi diberikan 
dalam bentuk denda, kurungan penjara atau bahkan penghilangan nyawa 
maka dalam sanksi sosial, pelaku kriminal hanya akan mendapat perlakuan 
berupa pengucilan dari pergaulan dan cemooh dari masyarakat. Contoh 
kasus penyimpangan sosial yang mendapat reaksi seperti ini adalah 
fenomena pelaku lesbian, gay, homo, banci, pelacuran dan gelandangan. 
Rafaelle Garofalo (Hendrojono, 2005:65-66) dalam bukunya 
criminology, membagi sanksi atau eliminasi dalam tiga jenis : 
1. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan jahatnya 
adalah hasil dari anomaly psikologis yang permanen sifatnya dan yang 
mengakibatkan bahwa mereka untuk selama-lamanya tidak akan dapat 
mengikuti kehidupan sosial. 
2. Eliminasi sebagian termasuk didalamnya hukuman penjara seumur 
hidup atau untuk jangka waktu lama dan pembuangan bagi mereka 
yang hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitif, atau 
isolasi ringan dalam koloni-koloni pertanian bagi pelanggar hukum yang 
masih muda dan mempunyai harapan. 
3. Reparasi yang dipaksakan, bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat 
altruistis dan telah melakukan kejahatan dibawah tekanan-tekanan 
keadaan-keadaan tertentu yang umumnya tidak akan terjadi lagi. 
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Dalam KUHP sendiri jenis-jenis pidana atau sanksi diatur pada Pasal 10 
yaitu menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada 
seseorang pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 
a. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen) 
1. Hukuman Mati 
2. Hukuman Penjara 
3. Hukuman Kurungan 
4. Hukuman Denda 
b. Hukuman Tambahan (Bijkomenda Straffen) 
1. Pencabutan beberapa hak tertentu. 
2. Perampasan barang-barang tertentu. 
3. Pengumuman putusan hakim (R. Abdoel Djamali, 2010:186). 
 
Ada dua aliran mazhab berbeda yang menyatakan mengapa tujuan 
pemberian hukuman perlu dilakukan yaitu: aliran pertama, untuk 
pembalasan atau yang dikenal sebagai teori absolut dan aliran kedua, 
untuk pencegahan atau teori relatif. 
Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah pertama ditujukan kepada penjahatnya dan kedua ditujukan untuk 
memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat atau 
sudut objektif dari pembalasan. Menurut teori ini hukuman merupakan 
suatu konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan 
perbuatan jahat. Semua perbuatan yang melawan keadilan harus 
menerima pembalasan. Apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, 
tidak perlu dipertimbangkan yang penting penjahat harus mendapat 
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hukuman. Seperti yang dikemukakan Herbert (Adami Chazawi, 
2012:160)melalui de aesthetica theorieyakni: 
“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa 
ketidakpuasan pada masyarakat.Agar kepuasan dapat masyarakat dapat 
dicapai atau dpulihkan maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan 
penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.Setimpal artinya 
pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau 
besarnya dengan penderitaan korban atau masyarakat yang diakibatkan 
oleh kejahatan itu.” 
 
Bila teori absolut menghendaki hukuman sebagai pembalasan bagi 
pelaku tindak kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dari korban dan 
masyarakat, maka tujuan hukuman menurut teori relatif untuk menjaga tata 
tertib di dalam masyarakat. Pidana hanya sebagai alat untuk mencegah 
timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara sehingga dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi pidana 
terpaksa perlu diadakan. 
Sanksi yang dijatuhkan untuk penjahat ditujukan agar orang-orang 
menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu 
dijadikan contoh pada masyarakat agar tidak lagi mereka meniru dan 
melakukan perbuatan serupa yang dilakukan penjahat tersebut (Adami 
Chazawi, 2012:162). 
Hence Burnet (Hendrojono, 2005:45) merupakan seorang hakim Inggris 
yang berkata kepada seorang pencuri kuda bahwa orang tersebut dihukum 
mati bukan karena telah mencuri kuda tetapi agar dikemudian hari kuda-
kuda yang lain tidak dicuri. 
Seneca (Adami Chazawi, 2012:162) berpandangan bahwa: 
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“Supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan 
maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat 
kejam dengan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan 
mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang 
banyak dan dari apa yang dilihatnya itulah yang akan membuat semua 
orang takut untuk berbuat serupa.” 
 
Dapat dilihat bahwa para penganjur teori ini tidak melihat hukuman 
sebagai pembalasan. Mereka tidak mengakui bahwa hukuman itu sendiri 
yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman adalah suatu cara 
untuk mencapai suatu tujuan lain daripada penghukuman itu sendiri yaitu 
agar mencegah orang yang memiliki niat jahat melakukan perbuatan jahat 
di kemudian hari. 
Selain upaya yang telah dipaparkan diatas, dalam ilmu kriminologi 
terdapat pula dua sistem penangulangan kejahatan (Soedjono 
Dirdjosisworo, 1983:157) antara lain: 
1. Moralistik 
Sistem penangulangan kejahatan ini lebih menekankan kepada cara 
melakukan pembinaan moral atau akhlak dan budi pekerti agar masyarakat 
tidak berbuat jahat ataupun menjadi korban kejahatan. Pada upaya 
moralistik dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat 
sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak 
masyarakat. 
2. Abolisionistik 
Sistem ini mengunakan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor 
yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan. Pada upaya ini dapat 
dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-
sebab terjadinya kejahatan kemudian dirumuskan usaha atau cara 
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penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya dapat meminimalisir 
kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. 
 
C. PERDAGANGAN ORANG 
1. Pengertian Perdagangan Orang 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Orangdalam Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi: 
 “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengakutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 
memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk 
tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 
 
Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perdagangan orang adalah 
delik formil sehingga adanya tindak pidana orang cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam 
undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat dieksploitasi atau 
tereksploitasi. 
Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat, kejahatan ini 
telah diatur dalam KUHP Pasal 297, namun didalamnya tidak memberikan 
definisi resmi dan jelas tentang perdagangan orang seperti hanya ada dua 
subyek yang disebutkan mendapat perlindungan hukum yaitu wanita atau 
perempuan dewasa dan anak lelaki sedangkan anak perempuan dan lelaki 
dewasa tidak termasuk. Pasal 297 juga tidak cukup untuk mencakup 
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berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus 
perdagangan orang yang semakin kompleks yaitu melalui jeratan utang dan 
pengadopsian anak secara ilegal, sehingga dengan demikian dalam 
prakteknya pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-
aspek penting lain dari perundang-undangan penangulangan perdagangan 
orang yang direkomendasikan oleh standar internasional. 
Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari 
anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang pada 
umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang 
digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek 
yang rumit. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, infomasi, 
komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus 
kejahatannya, yang dalam beroperasi sering secara tertutup dan bergerak 
diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) juga dengan cepat 
berkembang menjadi sindikat lintas batas daerah dan negara dengan cara 
kerja yang mematikan. Unsur-unsur perdagangan orang sendiri terdiri atas: 
a. Adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang 
b. Adanya orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang 
c. Adanya korban dari tindak pidana perdagangan orang 
Tiga unsur ini yang dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu perbuatan 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau bukan 
dan berikut ini penjelasan dari ketiga unsur tersebut. 
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1. Perbuatan tindak pidana perdagangan orang 
Dari pengertian yang dipaparkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada 
tiga unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana ini yaitu: 
a. Tindakan yang dilakukan berupa perekrutan, pengiriman, 
pemindahan, penanmpungan atau penerimaan seseorang. 
b. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman, pengunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan yang lain seperti penculikan, 
tipu daya, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau kedudukan 
rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau 
keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang 
c. Memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi 
mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau 
bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, 
penghambaan dan pengambilan organ tubuh. 
2. Pelaku tindak pidana perdagangan orang 
Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian 
dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Walaupun 
gambaran ini mungkin saja benar tapi banyak pula pelaku perdagangan 
orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan 
terorganisir, melainkan sebagian beroperasi secara independen, sementara 
sebagian lagi merupakan tokoh terhormat di komunitasnya. Dalam Undang-
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Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, ada empat elemen pelaku yang disebutkan yaitu: 
a. Orang perseorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara 
langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. 
Individu yang dimaksud sebagai pelaku disini sudah pasti yang dapat 
bertanggung jawab dihadapan hukum. 
Menurut Van Hammel (Yesmil Anwar dan Adang, 2013:238), orang 
yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu: 
1. Mampu menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari 
perbuatannya sendiri. 
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan 
ketertiban masyarakat. 
3. Mampu menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan. 
b. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama 
melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. 
c. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat 
bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang 
dalam pelaksanaannya melakukan penyalagunaan izin yang diberikan. 
Perkembangan kejahatan korporasi merupakan suatu perubahan 
paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip 
bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana 
(asas societas universitas delinquere non potest), oleh karena itu tidak 
dapat dihukum. 
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Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia, 
gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan 
pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan dalam 
mendukung atau memperlancar kejahatan. 
Atas perkembangan dan pertumbuhan korporasi yang dampaknya 
dapat menimbulkan efek negatif maka kedudukan korporasi mulai bergeser 
dari subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana. 
d. Aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi 
wewenang tertentu namun melakukan penyalagunaan dari seharusnya 
dilakukan. 
Kejahatan jabatan (occupational crime) mengandung dua elemen 
(Yesmil Anwar dan Adang, 2013:249) yaitu: 
1. Berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (status of the 
offender). 
2. Berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (the occupation character 
the offence). 
Elemen pertama kejahatan jabatan dilakukan oleh individu sehubungan 
dengan jabatan mereka, kejahatan tersebut bisa melibatkan lebih dari satu 
orang pejabat pada suatu badan hukum dan yang elemen kedua bentuk 
kejahatan ini tidak harus berhubungan dengan jabatan dalam suatu birokrasi 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut mempunyai 
jabatan tertentu dalam suatu lembaga atau badan hukum. 
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Dalam KUHP sendiri berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, pelaku dapat 
meliputi sebagai berikut: 
1. Pelaku yang menyuruh lakukan (doen plegen), yang turut serta 
melakukan (mede pleger) dan penganjur (pleger). 
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana yaitu : 
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan atau mede plichtige. 
b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan atau uitlokker (Farhana, 
2012:121-122). 
Setiap sektor dimana perdagangan orang terjadi juga memiliki kelompok 
pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku 
perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat 
dalam kegiatan perdagangan orang tanpa mereka sadari. Pihak-pihak 
tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga 
kerja (PJTKI).Agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan pemilik dan 
pengelolah rumah bordil, calo pernikahan, orangtua dan atau sanak 
saudara sendiri bahkan suami (Farhana, 2012:124-125). 
3. Korban tindak pidana perdagangan orang  
Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat 
kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan 
sebagai korban dari kejahatan bersifat konvensional seperti pembunuhan, 
pemerkosaan, pencurian dan penganiayaan kemudian diperluas 
pengertiannya menjadi kejahatan non konvensional seperti terorisme, 
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pembajakan, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusian dan 
lain-lain termasuk korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. 
Menurut Arif Gosita (Farhana, 2012:157), korban adalahmereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka 
dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. 
 
Dari pengertian korban yang disebutkan diatas, tidak hanya sebatas 
pengertian saja, tetapi ada juga ciri yang melekat pada pengertian 
korban.Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan  
dan ketidakadilan. 
Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal yaitu 
siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami 
korban kejahatan dan siapa yang bertanggung jawab dan atau bagaimana 
penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan. Kerugian 
dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, 
psikologis dan sosial. 
Menurut Stephen Scahaffer (Farhana, 2012:160) jenis korban dapat 
diidentifikasi dalam tujuh golongan yaitu: 
1. Unrelated Victims adalah mereka yang memang potensial menjadi 
korban walau tidak ada hubungannya dengan si pelaku. 
2. Provocative Victims adalah korban yang disebabkan karena peran 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dari 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama. 
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3. Participating Victims adalah korban yang akibat perbuatannya tanpa 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
4. Biologically Weak Victim adalah korban yang menjadi sasaran 
kejahatan akibat tubuh fisiknya rentan untuk itu contohnya wanita, 
anak-anak dan orang yang telah berusia lanjut. 
5. Sosially Weak Victims adalah korban yang tidak begitu diperhatikan 
oleh masyarakat karena status sosialnya yang lemah seperti 
gelandangan. 
6. Self Victimizing adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau 
kejahatan tanpa korban karena pertanggung jawabannya terletak 
pada diri sendiri sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political Victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Orang pada Pasal 1 Ayat 3, memberi pengertian korban 
sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik dan 
sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian korban 
tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa 
korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
2. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang 
a. Faktor Ekonomi 
Kemiskinan menjadi penyebab latar belakang terjadinya perdagangan 
orang. Kurangnya lapangan kerja karena tidak memadai dengan besarnya 
jumlah penduduk sehingga menyebabkan seseorang untuk melakukan 
sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah 
asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. 
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Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan untuk bekerja 
mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam 
dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri dan 
keluarga mereka sendiri. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat 
kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. 
Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan 
orang dari Indonesia relatif lebih kaya seperti misalnya Malaysia, 
Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. 
b. Faktor Ekologis 
Penduduk Indonesia besar jumlahnya dengan kepadatan penduduk 
yang bervariasi di tiap daerah. Karakteristik kelompok masyarakat yang 
rentan menjadi korban perdagangan orang baik laki-laki maupun 
perempuan dan anak-anak adalah yang berasal dari keluarga miskin dari 
pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar 
daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun bekal kemampuan 
dan informasi yang sangat terbatas (Farhana, 2012:54) 
c. Faktor Sosial Budaya 
Menurut Farhana (2012:61) bahwa faktor sosial budaya yang 
merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan 
dengan laki-laki yang ditandai dengan masih rendahnya peluang 
perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses 
sumber daya ekonomi seperti teknologi, pasar kredit dan model 
kerja. 
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2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-
laki 
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang 
sebenarnya terjadi di era globalisasi. 
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan 
dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki. 
 
Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang 
menjadi korban perdagangan orang, hal ini karena dalam masyarakat 
terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari 
kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban 
ekonomi sehingga dikawinkan di usia muda guna mengurangi beban dalam 
keluarganya dan lagi hampir seluruh wilayah di Indonesia terutama yang 
ada dipedesaan para orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan 
kepada anak laki-laki dengan alasan karena suatu hari nanti anak lelaki 
harus mencari nafkah bagi anak dan isterinya sedangkan anak perempuan 
dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak hanya akan 
mengurus rumah, anak dan suaminya saja. 
Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, 
membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan 
orang. Hal ini juga terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan 
dimana sikap dan respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada 
mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki 
dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya keberadaan perempuan di 
dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan 
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sendiri tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu 
berasal sangan kuat memperngaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi 
seksual terutama untuk di kirim ke kota-kota besar. 
Kemiskinan juga bukan satu-satunya indikator kerentaan seseorang 
terjerat perdagangan orang, karena masih ada banyak orang Indonesia 
yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban ataupun pelaku tindak 
pidana perdagangan orang. Ada penduduk yang ekonominya relatif baik 
namun malah menjadi korban perdagangan orang disebabkan mereka 
mencari penghasilan agar bisa menambah kekayaan guna memenuhi 
tuntutan budaya hedonis dan komsumtif yang biasa didukung oleh media 
yang menyajikan tontonan glamour sehingga membentuk gaya hidup 
materialisme yang ingin diikuti oleh beberapa orang (Farhana, 2012:52). 
Seperti apa yang dikemukakan oleh Aristoteles (Hendrojono. 2005:11), 
bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk menghasilkan apa yang 
perlu untuk hidup melainkan untuk memperoleh kehidupan yang mewah. 
Saat ini gaya hidup elit dengan budaya komsumtif sudah mempengaruhi 
sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan 
masyarakat ini terutama para remaja puteri cenderung memaksakan diri 
untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu memeras 
keringat dalam mencapainya. Mereka ingin menempuh jalur cepat menuju 
kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan 
yang memungkinkan mereka mendapat angan-angan itu. Bagi para pelaku 
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perdagangan orang kondisi ini akan menjadi peluang untuk menjaring 
korban untuk diperdagangkan. 
d. Faktor Penegakan Hukum 
Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh 
peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para 
penegak hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana 
dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu 
peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam 
pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi 
pada dokumen-dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk, akta kelahiran 
dan paspor. 
Terjadinya perbedaan interpertasi pada penegak hukum tentang definisi 
perdagangan orang sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian 
dan penghukuman. Sering terjadi kasus kejahatan perdagangan manusia 
lepas dari penuntutan karena adanya perbedaan interpretasi, hal ini terjadi 
karena terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam 
menangani kasus perdagangan manusia, sehingga berdampak luas dalam 
memprosesnya padahal seperti yang diketahui bahwa tindak pidana ini 
adalah bukan termasuk dalam delik aduan melainkan delik biasa karena 
merupakan ancaman bagi kepentingan umum dan rasa keadilan yang 
tumbuh dalam masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pelatihan 
pada penegak hukum mengenai perdagangan manusia, ketiadaan prosedur 
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baku yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana ini, sehingga 
sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum. 
Henny Nuraeny (2013:321), menyatakan bahwa menanggulangi 
kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang 
berlaku melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan 
hukum yaitu: 
1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus 
berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses 
penegakan hukum (criminal justice system) dengan berorientasi pada 
kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
2. Aparatur yang tertata dengan baik, personal yang profesional di 
bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang terkini serta 
sarat untuk penanggulangan kejahatan moderen dengan modus 
operandi yang canggih dan terselubung. 
3. Kordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur 
pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya 
mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. 
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial 
dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang 
peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam 
penaggulangan dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap 
kejahatan. 
 
Hukum harus menjadi instrumen penting yang akan memberikan jaminan 
bagi penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum 
haruslah bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama dalam 
masyarakat, artinya kepercayaan masyarakat terhadap hukum harus semakin 
meningkat, bukan sebaliknya menjadi luntur akibat ulah dari segelintir orang 
yang kurang bertanggung jawab. 
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3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang 
a. Pekerja migran di dalam dan luar negeri 
Baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, banyak orang Indonesia yang 
bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnnya dijanjikan 
mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, 
restoran, industri cottage (toko kecil). Beberapa dari buruh migran ini 
dimasukkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya 
dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali.Menurut 
laporan Human Rights Watch ada cukup bukti bahwa: 
1. Para perekrut memberikan informasi yang tidak benar tentang 
kondisi kerja dan upah yang akan diterima para migran perempuan 
di Malaysia. 
2. Para calon buruh migran diperlakukan buruk di tempat-tempat 
penampungan. 
3. Tidak lama setelah dipekerjakan, mereka sering disiksa oleh para 
majikan dengan tingkatan yang berbeda. 
4. Banyak agensi dan majikan di Malaysia menunda pembayaran gaji 
para pekerja sampai berakhir kontrak dua tahun (standar) (Sumber: 
http://counterwomentrafficking.blogspot.co.id/p/bentuk-dan-modus-
operandi-tindak-pidana.html diakses, 24 Agustus 2015 Pukul 13.00 
Wita). 
b. Pekerja anak 
Banyak alasan melatarbelakangi seorang anak merelakan diri ataupun 
terpaksa mengeluti sebuah pekerjaan. Faktor ekonomi keluarga yang 
mengerakkan diri anak itu untuk membantu meringankan beban 
orangtuanya menyebabkan anak-anak khususnya diperkotaan rela menjadi 
pengemis, tukang parkir dan penjual koran sementara itu gaya hidup 
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hedonistik yang diperlihatkan media dan lingkungan sekitar sering kali 
membutakan mata dari anak-anak remaja untuk rela melakukan apapun 
agar bisa memiliki barang-barang mewah sehingga akibatnya menarik diiri 
ke dalam dunia prostitusi. 
Dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun dilarang 
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk 
yang meliputi: 
1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. 
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau 
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 
pertunjukkan porno atau perjudiaan. 
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak yang telah ditetapkan dengan keputusan menaker 
(Hardijan Rusli, 2011:80). 
 
c. Adopsi atau pengakatan anak 
Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk 
melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai 
pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak.Ketidaktahuan 
prosedur pengangkatan anak yang benar akhirnya menimbulkan persepsi 
di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah sehingga sering kali 
masyarakat bertindak di luar hukum maka dapat terjadi tindak pidana 
perdagangan anak (Farhana, 2012:49). 
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Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan 
sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak kemudian anak 
angkat disia-siakan atau ditelantarkan sangat bertentangan dengan hak-
hak yang melekat pada anak (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008:66). 
Contoh kasus yang masih segar di ingatan kita adalah peristiwa yang 
menimpa bocah malang di Bali yang bernama Angeline, dia harus berakhir 
tragis ditangan ibu angkatnya yang mengeksploitasi dan selalu menyiksa 
dirinya akhirnya hingga tewas dan dikuburkan di belakang kandang ayam 
(Okezone.com, 24 Juni 2015: Kematian Angeline Tamparan Keras Bagi 
Indonesia). 
d. Panti Asuhan 
Banyak panti asuhan yang sengaja beroperasi hanya untuk 
memanfaatkan status anak- anak yatim piatu yang diasuh untuk mendapat 
belas kasihan para donatur dimana sumbangan yang diperuntukkan 
kepada anak-anak itu justru disalahgunakan untuk kepentingan pemilik 
yayasan saja sementara anak-anak malang itu dibiarkan terlantar tak 
diurusi sandang dan pangannya bahkan sering mendapat tindakan 
eksploitasi dan penyiksaan seperti yang terjadi pada Panti Asuhan Samuel 
di Tanggerang (Okezone.com, 26 Februari 2014: Polda Olah TKP 
Penganiayaan di Panti Asuhan Samuel). 
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e. Pernikahan dini 
Orangtua memilih menikahkan anaknya sejak dini karena untuk 
meringankan beban rumah tangga atau biasanya terjerat utang sehingga 
mereka harus menikahkan anak-anak mereka dengan pria yang lebih 
dewasa. 
Patut diketahui bahwa mengawinkan anak dalam usia muda telah 
mendorong anak memasuki ekspolitasi seksual komersial karena menurut 
Farhana (2010:61):  
1. Tingkat kegagalan pada pernikahan dini resikonya lebih tinggi dan 
hal ini akan dapat membuat seseorang rentan terhadap 
perdagangan orang karena setelah bercerai harus mencari nafkah 
sendiri meski mereka masih berusia anak-anak dengan pendidikan 
yang rendah disebabkan saat menikah dulu mereka berhenti sekolah 
sehingga keterampilan yang dimiliki sangat rendah dan ini 
mengakibatkan tidak siap secara mental dan ekonomi untuk hidup 
mandiri sehingga satu-satunya jalan terpaksa memilih memasuki 
dunia pelacuran sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup 
2. Pernikahan diniseringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak 
menjadi orangtua sehingga bayi yang dilahirkan rentan untuk tidak 
mendapat perlindungan. Mereka akhirnya terpaksa harus menjual 
bayi tersebut untuk diasuh orang lain karena belum sanggup secara 
mental dan materi dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai 
orangtua. 
4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tindak pidana perdagangan orang tidak selalu melanggar satu aturan 
hukum saja tetapi dapat juga melanggar lebih dari satu aturan undang-
undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindangan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Karena itu dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku 
sudah selayaknya mendapat sanksi pidana penjara (penal) dan sanksi 
administrasi (non penal), agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
Menurut KUHP (Farhana, 2012:132), ada beberapa jenis pemberian 
pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak 
pidana perdagangan orang yaitu: 
1. Ada pasal-pasal yang mengunakan sanksi pidana minimal-maksimal 
dan denda minimal-maksimal. 
2. Ada pasal--pasal mengunakan sanksi pidana saja tetapi tetap ada 
minimal dan maksimal. 
3. Ada pasal-pasal mengunakan sanksi pidana maksimal dan denda 
maksimal. 
4. Ada pasal-pasal mengunakan sanksi pidana maksimal saja. 
 
Dalam KUHP Pasal 297 memberikan ancaman pidana maksimal 6 
tahun dan ini dirasa terlalu ringan, hal ini berbeda dengan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dimana sanksi yang diberikan cukup berat. Berikut 
dibawah ini adalah uraiannya: 
1. Pidana minimal 1 tahun, pidana maksimal 6 tahun dan denda 40-240 
juta bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan perdagangan 
orang berupa mengerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana 
tetapi tidak terjadi. 
2. Pidana minimal 1 tahun, pidana maksimal 7 tahun dan denda 40-280 
juta rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan 
perdagangan orang berupa: 
a. Memalsukan dokumen untuk mempermudah tindak pidana 
perdagangan orang. 
b. Memberikan saksi palsu, bukti palsu atau barang bukti palsu. 
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3. Pidana minimal1 tahun, pidana maksimal 5 tahun dan denda 40-200 
juta rupiah bagi individu yang melakukan tindak pidana perdagangan 
orang berupa: 
a. Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas persidangan. 
b. Mencegah, merintangi atau mengagalkan penyidikan, penuntutan 
pemeriksaan di pengadilan. 
c. Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
4. Pidana minimal 2 tahun, pidana maksimal 10 tahun dan denda 80-400 
juta rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan 
perdagangan orang berupa, penyerangan fisik terhadap saksi atau 
petugas persidangan dengan berakibat luka berat. 
5. Pidana minimal 3 tahun, pidana maksimal 15 tahun dan denda 120-600 
juta rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan 
perdagangan orang berupa: 
a. Perdagangan anak melalui adopsi. 
b. Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri. 
c. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak 
pidana perdagangan orang. 
d. Mengunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang. 
e. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi. 
f. Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas persidangan dengan 
berakibat kematian. 
6. Pidana minimal 3 tahun, pidana maksimal 7 tahun dan denda 120-280 
juta rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejatahan 
perdagangan orang berupa, memberikan identitas saksi atau korban 
yang harus dirahasiakan. 
7. Pidana minimal 4 tahun, pidana maksmimal 20 tahun dan denda 160-
800 juta rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan 
perdagangan orang berupa: 
a. Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis. 
b. Perdagangan orang dilakukan oleh penyelengara negara. 
c. Perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir. 
d. Perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap 
anak. 
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8. Pidana minimal 5 tahun, pidana maksimal seumur hidup dan denda 200 
juta-5 miliar rupiah bagi individu yang melakukan tindakan kejahatan 
perdagangan orang yang mengakibatkan kematian. 
Pasal 7 Ayat 2 diterangkan bahwa khusus untuk penyelenggara negara 
yang melakukan tindak pidana perdagangan orang akan diberikan pidana 
tambahan yaitu pemberhentian secara tidak hormat. Begitu juga dengan 
pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, 
pada Pasal 16 disebutkan akan diberi pidana tambahan berupa: 
a. Pencabutan izin. 
b. Perampasan kekayaan. 
c. Pencabutan status badan hukum. 
d. Pemecatan pengurus. 
e. Pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha 
yang sama. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penulis telah melakukan pra penelitian dengan mencermati berbagai 
kasus perdagangan orang yang terjadi selama ini melalui media cetak dan 
elektronik.Sementara lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yakni 
di Kantor Polrestabesdan Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 
pengamatan langsung pada instansi pemerintah tempat penulis melakukan 
penelitian.  
b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen faktual dan 
literatur-literatur hukum dan perundang-undnagan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Sumber Data 
a. Field Research (Penelitian Lapangan) dimana penulis langsung 
terjunke lapangan untuk mendapatkan data primer yang ada hubungannya 
dengan masalah yang akan dibahas. 
b. Library Research (Penelitian Kepustakaan) dilakukan penulis guna 
berusaha mendapatkan data sekunder dengan membaca buku-buku literatur 
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dan ketentuan-ketentuan peraturan yang erat kaitannya dengan judul karya 
ilmiah ini, dengan demikian akan diperoleh gambaran yang berguna bagi 
penelitian selanjutnya di lapangan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Interview (Wawancara) 
Mengadakan wawancara dengan pelaku tindak pidana perdagangan 
orang dan pejabat berwenang yang dianggap dapat memberikan informasi 
tentang masalah yang diteliti. 
2. Dokumentasi 
Mencatat atau fotocopy dokumen data kasus yang mempunyai relevansi 
atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan. 
3. Observasi 
Mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. 
D. Teknik Pengolahan Data 
Data yang dikumpulkan diolah dengan mengunakan metode pengolahan 
data sebagai berikut: 
1. Editing yaitu menghimpun data-data diperlukan yang bersumber dari 
Polrestabesdan Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Tabulasi data yaitu memasukkan data berdasarkan hasil pengalian data di 
lapangan. 
3. Interpretasi data yaitu memaknai hasil analisis data yang telah 
dikumpulkan. 
50 
 
E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan 
dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian 
yang dicapai.Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang jelas 
dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Makassar 
Perdagangan orang merupakan isu yang tengah memanas saat ini 
diberbagai negara miskin dan berkembang di dunia.Dalam tindak pidana ini 
bukan hanya terdiri atas satu faktor saja melainkan banyak dan semuanya 
saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.Berikut faktor 
penyebab tindak pidana perdagangan orang yang sudah Penulis rangkum. 
Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar 
Tahun 2010-2015 
No Tahun Kasus Yang Masuk ke 
Polrestabes 
Kasus Yang Putus di 
Pengadilan 
 
1 2010 3  1 
2 2011 14 - 
3 2012 7 1 
4 2013 10 3 
5 2014 5 - 
6 2015 2 1 
Jumlah 41 6 
Sumber data: Polrestabes dan Pengadilan Negeri Makassar 
 
Bila melihat tabel diatas maka ada perbedaan cukup jauh antara laporan 
kasus yang masuk ke Polrestabes dibandingkan kasus yang selesai di 
Pengadilan.Dari 41 data kasus diatas hanya 6 kasus yang berhasil 
disidangkan. Menurut keterangan petugas yang berada di Kanit PPA 
52 
 
(Perlindungan Perempuan dan Anak), Aprianti, bahwa kebanyakan kasus 
tersebut dicabut dan pencabutan laporan itu terjadi karena kurangnya bukti 
dan inisiatif permintaan korban sendiri yang telah berdamai dengan pelaku 
karena alasan malu bila kasusnya diteruskan akan terekspos keluar terutama 
pada korban eksploitasi seksual dan juga alasan lainnya takut bila kasus 
yang dihadapi proses penyelesaiannya akan berbelit-belit dan membutuhkan 
waktu yang lama untuk selesai, sehingga alasan-alasan tadi itulah yang 
menyebabkan beberapa kasus perdagangan orang dihentikan proses 
hukumnya (wawancara 07 Februari 2017 Pukul 15.00). Namun menurut 
Hakim Bernadette Samosir (wawancara tanggal 10 Februari 2017 Pukul 
13.00 Wita), bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik biasa 
yang walaupun korbannya mencabut laporannya dan berdamai dengan 
pelaku tetapi proses hukum terhadap pelaku harus tetap berjalan dan proses 
damai yang dilakukan korban itu nantinya hanya akan menjadi pertimbangan 
untuk meringankan pelaku saat diadili di persidangan saja. Menurutnya 
kurangnya kemampuan pengetahuan para penegak hukum mengenai hukum 
telah seringkali menjadi alasan mengapa banyak kasus tindak pidana 
perdagangan orang yang lolos dari proses hukum dan tidak sampai dimeja 
hijaukan, hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali (2009:378) bahwa: 
“Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum 
untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap 
pembuatannya,sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi 
pengunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi.” 
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Bernadette Samosir juga memaparkan bahwa bila laporan kasus 
perdagangan orang dicabut dan pelaku lalu dibiarkan begitu saja maka itu 
terasa ganjil karena biar bagaimanapun tindak pidana yang satu ini termasuk 
dalam tindak pidana yang melanggar rasa keadilan yang tumbuh dalam 
masyarakat dan ditakutkan akan merajalela bila proses penegakan 
hukumnya tidak dilakukan secara tegas. Seperti yang terjadi pada kasus 
tindak pidana perdagangan orang yang menjerat pemilik Hotel Pinang Mas 
bernama Ivan Limbunan (LP/339/II/2012), polisi melepaskan pelaku dari 
penahanan pada tanggal 16 Februari 2012 karena korbannya sudah 
berdamai dengan pelaku dan mencabut laporannya pada tanggal 11 Februari 
2012. Padahal seperti yang diberitakan oleh berbagai media bahwa pelaku 
sebelumnya juga sudah terbukti bersalah pernah melakukan tindak pidana 
perdagangan orang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 
Aprianti, selaku petugas di kanit Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar memberikan keterangan kepada Penulis, 
bahwa faktor ekonomi untuk bertahan hidup dari pihak pelaku dan korban 
juga menjadi pemicu mengapa tindak pidana ini tidak pernah bisa tuntas, 
para pelaku yang membutuhkan uang mencari korban rentan yang juga 
sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan 
para korban untuk memperbaiki ekonomi atau sekedar untuk ingin hidup 
mewah dapat mendatangkan peluang bagi para pelaku untuk memanfaatkan 
korban dan mengeksploitasi mereka baik secara tenaga maupun secara 
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seksual untuk mendatangkan keuntungan ekonomi yang juga didambakan 
oleh si pelaku tindak pidana perdagangan orang, hal ini sesuai dengan teori 
konflik yang menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari 
egoisme individu dimana setiap orang di dorong keinginan dalam dirinya 
untuk mengejar kesenangan dengan cara apapun tanpa mempedulikan 
orang lain sehingga ketidakadilan yang terjadi di dunia ini telah membuat 
orang dari kelas rendah melakukan kejahatan pada orang lain untuk 
kelangsungan hidupnya. 
Diera globalisasi yang serba canggih ini, media sosial banyak membuka 
situs-situs belanja online yang menawarkan aneka produk-produk berkelas 
dari seluruh dunia dan dengan mudah pemesanannya dapat dilakukan. 
Banyak wanita terutama para remaja puteri yang tergiur ingin memiliki barang 
bermerek, baik yang ditawarkan secara online maupun yang dijual disekitar 
mereka. Apalagi yang hidup di kota besar dimana kawasan perbelanjaan 
tumbuh begitu subur dan memanjakan mata dengan berbagai produk terbaik 
yang mengiurkan bagi para remaja yang selalu menginginkan tampil modis, 
dan tidak ketinggalan zaman baik itu dalam hal berbusana maupun memiliki 
perangkat elektronik yang termutakhir. Adanya selera untuk mengikuti gaya 
hidup konsumerisme dan hedonisme yang ditawarkan media massa 
membuat kebanyakan gadis-gadis belia menjadi hilang akal dan akhirnya 
mampu melakukan apa saja agar keinginan mereka tersebut dapat terpenuhi. 
Hal ini sesuai dengan teori social disorganization bahwa norma dari suatu 
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masyarakat yang stabil tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan 
yang hanya berorientasi pada materi semata. 
Bila para gadis ini datang dari keluarga berada, mungkin tidak sulit 
mewujudkan apapun keinginan tersebut namun bila yang datang dari kelas 
menengah ke bawah, tentu saja itu tidak mudah apalagi bila mereka masih 
duduk dibangku sekolah dan belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga 
jalan satu-satunya yang ditempuh tidak lain adalah dengan masuk ke dalam 
dunia prostitusi, dimana kesempatan ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak 
pidana perdagangan orang sebagai mucikari yang berperan mencarikan pria 
hidung belang. Tidak heran bila Penulis mendapati bahwa data kasus yang 
masuk ke pengadilan dan kepolisian hampir sebagian besar korbannya 
merupakan gadis dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah 
menengah  tingkat pertama dan tingkat atas, yakni rentang usia antara 13 
sampai 17 tahun, dengan jenis laporan kasus eksploitasi seksual pada anak. 
Lagi menurut Aprianti bahwa selain dari adanya niat jahat pelaku pada diri 
korban, si korban sendiri juga mengijinkan dirinya dan bahkan setuju 
dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku yang berperan sebagai 
mucikari, mereka beranggapan yang penting masing-masing pihak 
diuntungkan dengan uang yang diperoleh.Saat pelaku melanggar perjanjian 
yang telah disepakati barulah korban melaporkan tindak pidana yang 
dialaminya itu ke polisi namun saat pelaku berhasil membujuk dan membayar 
korban dengan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau dalam istilahnya 
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disebut uang damai, maka korban kemudian mencabut laporannya untuk 
tidak diteruskan lagi. Dari pernyataan itu Penulis kemudian mengambil 
kesimpulan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang jenis ini dapat 
dikategorikan dalam self victimizing victims atau korban kejahatan yang 
terjadi akibat dilakukan sendiri atau dengan kata lain korban juga bertindak 
sebagai pelaku kejahatan atas dirinya sendiri. 
Faktor urbanisasi juga menjadi satu hal yang memicu terjadinya tindak 
pidana perdagangan orang. Salah satu petugas di pengadilan bernama 
Mustari (wawancara tanggal 8 Februari 2017 Pukul 14.00 Wita), menyatakan 
bahwa kurangnya pendapatan di daerah asal terutama di pedesaan yang 
berbasis agrikultural, membuat sebagian orang berbondong-bondong pindah 
ke kota untuk mengadu nasib dengan harapan memperoleh uang banyak 
dalam bekerja di bidang jasa pada industri-industri yang berkembang sangat 
pesat di wilayah perkotaan. Namun rendahnya tingkat pendidikan karena 
tidak adanya kesempatan untuk bersekolah hingga jenjang universitas akibat 
biaya pendidikan yang mahal, membuat mereka yang tidak memiliki ijazah 
tinggi, akhirnya terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang baik 
sebagai pelaku maupun korban. 
Biasanya pelaku tindak pidana ini bekerja sebagai mucikari karena tidak 
ada lagi pilihan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup demikian pula para korban yang mengalami eksploitasi 
tenaga kerja karena mereka tidak memiliki ijazah memadai untuk melamar 
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pekerjaan di perusahaan swasta bergengsi atau di badan pemerintahan, 
sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah bekerja sebagai pelacur, 
pembantu rumah tangga dan buruh kasar, yang semua itu tidak memerlukan 
ijazah atau dokumen bentuk pengakuan formal lainnya.  
Permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak 
memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta 
tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit menyebabkan para pelaku  
terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang. Dari segi ekonomi 
kegiatan usaha seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat 
besar terutama bagi pemilik, pengelola atau perusahaan pengerah tenaga 
kerja dalam memanfaatkan calon korbannya. 
Melihat hal tersebut maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa 
sesuailah teori anomie bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan 
karena tidak adanya kesempatan untuk memperoleh sarana dalam hal ini 
pendidikan tinggi untuk bisa mengapai tujuan yaitu pekerjaan mapan yang 
layak dan legal. 
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar 
Dari kasus yang Penulis himpun dan analisis tentang perdagangan orang 
dari tahun 2010-2015 yang masuk dalam buku registrasi Polrestabes 
Makassar, hampir sebagian besar bentuk perdagangan orang yang menjerat 
para korban wanita berusia diatas 19 tahun adalah eksploitasi tenaga kerja 
sebagai pembantu rumah tangga dan dipaksa menjadi wanita penghibur 
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dengan jumlah 14 kasus, sedangkan korban gadis belia berusia 18 tahun ke 
bawah ada 23 kasus yakni terjerat dalam eksploitasi seksual, dimana mereka 
dipekerjakan sebagai pelacur, pelayan bar dan pelayan di panti pijat yang 
menawarkan layanan plus-plus. Bahkan yang paling menghebohkan karena 
dalam kasus dengan nomor registrasi LP/2163/VIII/2014, pelakunya yang 
bernama Hasniah alias Bunda, mendatangkan ke Kota Makassar beberapa 
orang gadis muda dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Barat, untuk dijual keperawanannya kepada pria hidung belang.  
Selain itu ada 1 kasus yang melibatkan anak perempuan berusia 12 tahun 
yang dieksploitasi dengan cara dipaksa menjadi pengemis di jalan. Korban 
dengan jenis kelamin laki-laki hanya sedikit yaitu berjumlah 3 kasus dan 
mereka umumnya mengalami perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi 
tenaga kerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan yang berbentuk 
perseroan terbatas (PT). 
C. Penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar 
Salah satu kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Pengadilan 
Negeri Makassar tahun 2015 adalah kasus No:1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, 
yang mana tersangkanya sebanyak dua orang yaitu Wahyu Bongka alias 
Rezky (27 Tahun) dan Suaib alias Aida (33 Tahun), mereka merekrut dan 
menjual dua gadis belia sebagai pelacur atas nama Andini Larasati (18 
Tahun) dan Nur Ainun (17 Tahun), keduanya masih berstatus sebagai pelajar 
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di sekolah menengah atas (SMA). Kedua pelaku berhasil dibekuk oleh dua 
orang polisi yang menyamar sebagai pelanggan. Dalam melakukan aksinya 
pelaku mengunakan media sosial online berupa BBM (Black Berry 
Messenger) untuk mempromosikan gadis-gadis yang akan dilacurkan.  
Setiap gadis diberandol dengan harga satu juta dengan pembagian 
masing-masing pelaku mendapatkan tiga ratus ribu dan seratus ribu 
sedangkan sisanya kemudian diberikan kepada gadis yang bersangkutan. 
Waktu kejadian perkara tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 21.45 Wita di 
Hotel Ibiz di Jalan Maipa Kota Makassar. Dari tempat kejadian perkara 
diamankan barang bukti berupa uang tunai 1 juta rupiah, 1 paket kondom 
merek sutera, 2 buah handphone merek Blackberry dan 1 buah handphone 
merek Samsung. Selain dua korban diatas, para pelaku juga mengakui 
bahwa ada beberapa perempuan lain yang pernah diperdagangkan yaitu atas 
nama Dewi, Indri, Shela dan Vira.  
Atas perbuatannya tersebut terdakwa dikenai Pasal 12 UU No. 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 
83 dan Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 
UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang yaitu: 
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“Setiap orang yang mengunakan atau memanfaatkan korban tindak 
pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 
mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan 
praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana 
perdagangan orang.” 
 
1. Unsur setiap orang 
 
Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau 
subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan 
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa 
yang diajukan dalam perkara ini adalah Wahyu Bongka alias Rezky dan 
terdakwa Suaib alias Aida sebagai manusia yang dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur yang mengunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil 
tindak pidana perdagangan orang. 
 
Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif 
sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. 
Sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut 
keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka 
diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 
Pukul 22.00 Wita bertempat di Hotel Ibiz Kamar 614 Jl. Maipa No. 8 
Makassar, terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan terdakwa Suaib alias 
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Aida telah melakukan tindak pidana mengunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari 
hasil tindak pidana perdagangan orang dimana para terdakwa melakukan 
tindak pidana tersebut melalui media sosial online (Black Berry Mesenger) 
kemudian setelah terdakwa sepakat masalah harga dengan pelanggan, 
selanjutnya terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky menjemput saksi korban 
Andini Larasati di rumah kosnya yang beralamat di Jl. Landak Baru Makassar 
dan kemudian terdakwa Wahyu menjemput terdakwa Suaib alias Aida dan 
saksi korban Nur Ainun dan selanjutnya pada pukul 21.45 Wita para 
terdakwa mengantar kedua saksi korban kepada pelanggan yang telah 
memesan di Hotel Ibiz. Setelah bertemu dengan kedua pelanggan yaitu saksi 
dari polisi yang menyamar sebagai Andi Wiwin dan Rio, mereka kemudian 
menuju kamar di lantai 6 dimana pelanggan Rio menyerahkan pembayaran 
kepada terdakwa Wahyu dan Suaib sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah). 
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum. 
Selain perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur dalam Pasal 12 UU No. 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pada Pasal 83 UU No. 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yang berbunyi: 
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau 
perdagangan anak.” 
 
1. Unsur setiap orang 
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Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau 
subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan berdasarkan 
fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan 
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa 
yang diajukan dalam perkara ini adalah Wahyu Bongka alias Rezky dan 
terdakwa Suaib alias Aida sebagai manusia yang dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau 
perdagangan anak. 
 
Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif 
sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. 
Sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh 
fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan 
terdakwa Suaib alias Aida telah melakukan tindak pidana menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
penjualan, dan atau perdagangan anak dimana para terdakwa tahu bahwa 
saksi korban Nur Ainun masih berumur 17 tahun.  
Hal tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa kartu 
keluarga dimana jelas dinyatakan disitu bahwa saksi korban Nur Ainun 
memang masih berumur 17 tahun. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan menurut hukum. 
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Walaupun dalam kesaksiannya para korban mengaku tidak dipaksa oleh 
para pelaku untuk melacurkan diri kepada pria hidung belang, namun hal ini 
tidakmembuat dapat terlepasnya para pelaku dari jeratan hukum, karena 
sesuai dengan Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa persetujuan 
korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana 
perdagangan orang. Oleh sebab itu karena terbukti bersalah dipersidangan 
maka majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada masing-
masing terdakwa selama 4 tahun dan denda sebesar 60 juta rupiah subsidair 
2 bulan pidana kurungan. Melalui putusannya majelis hakim menetapkan dua 
hal yang memberatkan para pelaku yaitu, perbuatan para terdakwa telah 
melanggar norma-norma dalam masyarakat dan perbuatan para terdakwa 
dapat merusak masa depan anak bangsa. Sedangkan dalam 
pertimbangannya majelis hakim juga memberikan dua hal yang meringankan 
para terdakwa yaitu: 
1. Para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya 
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 
2. Para terdakwa belum pernah dihukum. 
Kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya yang terakhir ditangani 
oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah mendapat putusan hukum tetap 
adalah kasus dengan nomor register 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks dengan 
terdakwa atas nama Lanniho dan Merry. Pelaku telah dijatuhkan pidana 
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selama 3 tahun penjara dan denda 120 juta rupiah subsidair 3 bulan pidana 
kurungan. 
D. Upaya Penangulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 
Makassar 
Dengan maraknya kasus perdagangan orang di Kota Makassar 
dibutuhkan upaya penangulangan maksimal agar tindak pidana ini dapat 
diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya dan semua itu dapat dilakukan bila 
seluruh kordinasi pemerintahan baik lembaga legislatif yang memiliki 
kewenangan membuat undang-undang, lembaga yudikatif sebagai pelaksana 
undang-undang dan badan eksekutif serta setiap lapisan masyarakat ikut 
berpartisipasi secara giat dalam melakukan upaya untuk mencegah tindak 
pidana ini karena mengingat penanganan tindak pidana perdagangan orang 
bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan 
yang komprehensif. Disamping itu keseriusan pemerintah dan keterlibatan 
seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipasif 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebab 
masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang 
bahaya tindak pidana perdagangan orang agar dikemudian hari tidak terjadi 
lagi.Berikut beberapa upaya penangulangan dalam memberantas tindak 
pidana perdagangan orang. 
1. Secara Pre-emptif 
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Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, menurut Mustari, 
bahwa secara dini harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai moral dan 
budi pekerti pada anak-anak, dimana tugas ini dilakukan oleh keluarga 
seperti orangtua di rumah dan para guru disekolah. Mereka dapat 
mengajarkan pada anak untuk mengasihi dan menghargai orang lain sebagai 
sesama mahluk ciptaan Tuhan, dengan demikian setelah dewasa nanti 
mereka dapat lebih bisa menjalani kehidupan secara harmonis dengan 
lingkungan pergaulan dimana mereka tinggal. Penanaman nilai spiritual 
secara memadai juga diperlukan dan ini tugas dari para tokoh agama untuk 
menghimbau agar umat mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar 
rasa keadilan dan kemanusian pada orang lain apalagi bila kejahatan itu 
berkaitan dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat manusia, 
sebab bukankah semua agama selalu mengajarkan untuk melakukan 
kebaikan dan hidup berdampingan dengan orang lain secara toleran dan 
harmonis. 
2. Secara Preventif 
Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU 
No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian 
adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap 
korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui 
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pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. 
Kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 
dapat melakukan upaya menanamkan kesadaran tentang bahaya tindak 
pidana perdagangan orang dengan cara menurut Bernadette Samosir: 
a. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan 
dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti, 
pelabuhan laut, bandar udara dan wilayah darat seperti perbatasan 
daerah. 
b. Rutin melakukan patroli ke tempat-tempat yang disinyalir rawan terjadinya 
perdagangan orang seperti tempat hiburan malam dan penginapan. 
c. Menghimbau kepada penyalur jasa tenaga kerja dan pengusaha hiburan 
untuk tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan memberikan surat 
peringatan melalui dinas sosial. 
d. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh sekolah untuk 
memberi arahan tentang bahaya penyakit HIV bila melakukan hubungan 
seks dengan berganti-ganti pasangan.  
e. Melakukan pelatihan, dan seminar-seminar terkait tindak pidana 
perdagangan manusia dikalangan aparat penegak hukum.  
f. Bekerja sama dengan dinas sosial untuk setiap tahun melakukan 
pendataan secara akurat di tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota 
Makassar guna mencegah ada tidaknya korban baru dari kegiatan 
perdagangan orang yang dieksploitasi secara seksual. 
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Menurut Aprianti untuk menangani masalah perdagangan orang sudah 
ada unit khusus di kepolisian yang menangani kasus-kasus perdagangan 
orang yaitu Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bertujuan 
agar semakin maksimalnya penanganan tindak pidana yang melibatkan 
perempuan dan anak sebagai korban terutama dalam tindak pidana 
perdagangan orang. 
Tata kerja PPA di lingkungan Satuan Reserse Kriminal umumnya diawaki 
oleh polisi wanita (polwan) yang bertugas khusus dalam hal penanganan 
para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan perempuan dan anak. 
Keberadaan polwan disini sangat dibutuhkan karena kecenderungan 
psikologis perempuan dan anak korban perdagangan bisa lebih dekat untuk 
menceritakan kasus yang menimpa dirinya secara lebih nyaman dan tidak  
menimbulkan rasa malu terutama bila tindak pidana itu mengandung unsur 
pelecehan seksual. Menurutnya lagi, Polrestabes Makassar sudah 
melakukan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui 
Binmas. Para petugas di unit ini secara gencar telah melakukan sosialisasi ke 
pemukiman warga terutama di wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak 
kejahatan perdagangan orang. Mereka secara giat menghimbau agar warga 
menjaga anak-anak perempuan mereka dari segala bentuk eksploitasi 
tenaga maupun eksploitasi seksual. 
Selain Unit PPA, pemerintah juga telah membentuk badan yang bertugas 
mendata dan membantu perempuan dan anak yang menjadi korban 
68 
 
perdagangan orang seperti BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak) bahkan Penulis sempat mengetahui berita dari media 
internet, bahwa BP3A Makassar saat ini sedang bekerja sama dengan LPA 
(Lembaga Perlindungan Anak) untuk menghilangkan pembantu rumah 
tangga (PRT) anak, (Sumber: AntaraNews.com, LPA SulSel Sosialisasikan 
Penghapusan PRT Anak, diakses 03 mei 2017 Pukul 17.00 Wita). Gagasan 
ini akan dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota 
Layak Anak (KLA) yang tengah dicanangkan pemerintah Kota Makassar. 
3. Secara Represif 
Menurut salah satu petugas kanit PPA Polrestabes Makassar, Ros Dalima 
(wawancara 07 Februari 2017 Pukul 11.00 wita), upaya represif yang dapat 
dilakukan terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui 
penegakan hukum yang dilakukan lembaga yudikatif sebagai pelaksana 
undang-undang. Mulai dari kepolisian yang melakukan penyidikan dan 
penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana perdagangan 
orang dengan rutin melakukan kegiatan razia di tempat pelacuran, diskotek 
dan sejumlah hotel. Kemudian menangkap dan membongkar semua jaringan 
yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku harus 
dijerat dengan pasal hukuman yang setimpal sesuai dengan UU No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
setelah itu kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan mengupayakan 
pelaku untuk menjalani proses penuntutan di pengadilan. Pihak pengadilan 
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sebagai lembaga yang berhak memutuskan menjatuhkan pidana pada 
seseorang harus secara tegas dan profesional tanpa kepentingan apapun 
menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya pada pelaku agar pelaku dapat 
sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukan maka Penulis dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perdagangan orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi 
faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup 
hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan 
kurangnya lapangan pekerjaan.  
2. Upaya penangulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat 
dilakukan melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada anak 
untuk menghargai sesamanya manusia, melakukan pengawasan di 
tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan 
membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan 
sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang di 
tentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
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B. SARAN 
1. Dengan melihat akibat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang 
terutama bagi masa depan tiap individu, pemerintah diharapkan semakin 
gencar dalam memberantas tindak pidana yang satu ini dengan cara lebih 
membuka perluasan lapangan kerja dan akses untuk mendapatkan 
pendidikan yang memadai karena salah satu faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan dan 
kebodohan akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki hingga membawa 
orang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. 
2. Selain semakin mengoptimalkan perangkat hukum sebagai salah satu 
cara penagulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah juga 
diharapkan semakin sering memberikan sosialisasi baik melalui media 
konvensional seperti koran dan televisi, maupun media sosial berbasis 
internet seperti facebook, google dan youtube untuk menghimbau kepada 
masyarakat umum agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap 
kejahatan ini dengan cara memberikan informasi jika melihat, 
menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegitan perdagangan orang 
atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan 
tersebut. 
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